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BUPATI KEPULAUAN TALAUD
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN TALAUD
NOMOR (4 TAHUN 2016
TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TAHUN 2017

.o
sk

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN TALAUD,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten
Kepulauan Talaud Tahun 2017;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan
Talaud Tahun 2017;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2002
tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Provinsi
Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4183);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004
tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);



\ v

10.

11.

12.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421};

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5233);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun
2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau
Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5490);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun
2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan
Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3952);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun
2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);
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14.
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18.
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Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun
2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Peyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun
2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 3);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016
tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pegelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

20.

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor
8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 517);
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Menetapkan

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18
Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 03
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi
Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud
(Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2008
Nomor 01 Seri D);

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 1
Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Kepulauan Talaud Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah
Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2014 Nomor 1 Seri E};

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 8
Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2005-
2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun
2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kepulauan Talaud Tahun 2014 Nomor 4);

Peraturan - Daerah Kabupaten Kepulauwan Talaud Nomor 9
Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2014-
2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun
2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kepulauan Talaud Tahun 2014 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
TAHUN 2017.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Kepala Daerah adalah Bupati Kepulauan Talaud;

Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Kepulauan Talaud;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud;

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud;

Perangkat Daerah adalah wunsur pembantu Kepala Daerah dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah,
Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan,
Kelurahan dan lembaga lain;

Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud;

Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud selanjutnya
disebut SKPD Kabupaten Kepulauan Talaud adalah Sekretariat Daerah,
Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan,
Kelurahan dan lembaga lain;

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan
yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya
yang tersedia;

Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk
peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek
pendapatan, kesempatan kerja, lapangan usaha, akses terhadap pengambilan
kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan
manusia;

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan
tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku
kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber
daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu
lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu;

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat
RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 {dua puluh)
tahun;

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat
RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah
dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun;

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
dengan Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5
(lima) tahun; )

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disebut Renja-SKPD
adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1
(satu) tahun;

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir

periode perencanaan;



18. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan

untuk mewujudkan visi;

19. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk
mewujudkan visi dan misi;

20. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk
mencapai tujuan;

21. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang
dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran
dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan

masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah;

22. Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun
berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan guna memastikan
kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan
kegiatan;

23. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan
secara kuantitatif dan kualitatif;

24. Musyawarah Perencanaan- Pembangunan yang selanjutnya disingkat
Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka
menyusun rencana pembangunan daerah;

25. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung
mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan

pembangunan daerah.

BAB II
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2017,
yang selanjutnya disebut RKPD Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2017 adalah
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun yaitu
Tahun 2017 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2017 dan berakhir pada tanggal
31 Desember 2017.

Pasal 3
(1) RKPD Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2017 sebagaimana dimaksud
pada pasal 2 memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Rencana Kerja,
dan Pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah
maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.



(2)

(1)

(2)

RKPD Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2017 sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) adalah :

a. Pedoman bagi SKPD dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran
Tahun 2017;

b. Acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Tahun 2017;

c. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam menyusun Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017.

Pasal 4

RKPD Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2017 sebagai dasar pembahasan
Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas
dan Plafon Anggaran Sementara di DPRD.

.RKPD Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2017 adalah acuan SKPD dalam

melakukan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, dan Rencana Kerja dan
Anggaran SKPD bersama DPRD.

BAB III
PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
Bagian Kesatu
Pengendalian

Pasal 5

Kepala Bappeda melakukan pengendalian terhadap perencanaan pembangunan
daerah lingkup SKPD.

Pasal 6

Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi pengendalian

terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah dan pelaksanaan rencana

pembangunan daerah.

(1)

(2)

Pasal 7

Pengendalian pelaksanaan dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud untuk keseluruhan perencanaan
pembangunan daerah dan oleh Kepala SKPD untuk program dan/atau
kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan,
supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar
program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah.
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(3) Pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan oleh SKPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi realisasi pencapaian target,
penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi.

(4) Hasil pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) disusun dalam bentuk laporan triwulan untuk
disampaikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Kepulauan Talaud.

(5) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan
Talaud melaporkan hasil pemantauan dan supervisi rencana pembangunan
kepada Kepala Daerah, disertai dengan rekomendasi dan langkah-langkah
yang diperlukan.

Bagian Kedua
Evaluasi
Pasal 8

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud

melakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah lingkup SKPD.

Pasal 9

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi evaluasi terhadap
kebijakan  perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan rencana

pembangunan daerah, dan hasil rencana pembangunan daerah.

Pasal 10

(1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud
mengevaluasi keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan Kepala
SKPD mengevaluasi capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan SKPD

periode sebelumnya.

(2) Evaluasi keseluruhan perencanaan pembangunan daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana
pembangunan daerah, dan pelaksanaan program dan kegiatan
pembangunan daerah; dan

b. menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi Kepala SKPD
dalam rangka pencapaian rencana pembangunan daerah. 4

(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi
bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode
berikutnya.
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Pasal 11

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud
menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran SKPD tahun 2017 hasil
pembahasan bersama DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud dengan RKPD
Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2017.

Bagian ketiga
Pelaporan

Pasal 12

(1) Setiap SKPD Kabupaten Kepulauan Talaud wajib membuat laporan kinerja
triwulan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang
berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing
program dan kegiatan.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disampaikan kepada Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud dan Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud paling
lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah berakhirnya triwulan yang
bersangkutan.

(3) Laporan Kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan
evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh SKPD yang
bersangkutan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13
Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan
Talaud.

PARAF KOORDINASI Ditetapkan di Melonguane,

SEKRETARIS DAERAH pada tanggal 2% Mei 2016
BUPATI KEPULAUAN TALAUD,
ASISTEN EKBANG SEKDA

KEPALA BAPPEDA k

KABAG HUKUM SETDA
¥SRI WAHYUMI MARIA MANALIP
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